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Abstrak 

Penyuluhan hukum mengenai penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Cikunir, Kecamatan 
Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur 
desa dalam menyusun regulasi lokal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan ini 
bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
terhadap prosedur, teknik, serta urgensi pembentukan Perdes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi terbuka, 
dan evaluasi melalui kuesioner pra-pasca kegiatan. Sebanyak 15 peserta mengikuti kegiatan yang 
dilangsungkan pada 18 Desember 2025 di Aula Kantor Desa Cikunir. Hasil menunjukkan peningkatan 
signifikan dalam pemahaman peserta: kategori “Sangat Baik” dan “Baik” naik dari 20% menjadi 60%, 
sementara kategori “Kurang” dan “Tidak Memahami” turun dari 60% menjadi 15%. Peserta juga 
menunjukkan minat kuat untuk merancang Perdes terkait pengelolaan sampah, perlindungan data 
warga, dan penguatan BUMDes. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum partisipatif efektif 
dalam mendukung tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. 
Kata kunci: Penyuluhan Hukum; Peraturan Desa; Pemerintah Desa; Pelayanan Publik. 
 

 
PENDAHULUAN 

Desa merupakan entitas pemerintahan terdepan yang berperan langsung dalam 
pelayanan publik dan pembangunan berbasis komunitas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa memberikan otonomi luas kepada desa untuk mengatur urusan pemerintahan, 
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri, hak asal-usul, dan 
adat istiadat setempat. Salah satu instrumen utama dalam menjalankan otonomi tersebut 
adalah Peraturan Desa (Perdes), yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan publik. 

Di Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, kapasitas aparatur desa 
dalam menyusun Perdes masih terbatas. Banyak kebijakan desa tidak didukung oleh regulasi 
tertulis, sehingga rentan menimbulkan inkonsistensi layanan, konflik administratif, bahkan 
potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap hierarki 
peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan naskah hukum menghambat 
optimalisasi pendapatan asli desa (PADes) melalui instrumen hukum yang sah. Kegiatan 
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini hadir sebagai respons atas kondisi tersebut. Mengacu 
pada Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, tim dosen 
Program Studi Hukum Universitas Perjuangan Tasikmalaya memberikan penyuluhan guna 
memperkuat kapasitas aparatur desa dalam menyusun Perdes yang berkualitas, partisipatif, dan 
berbasis kebutuhan lokal. 
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METODE 
Kegiatan PkM dilaksanakan melalui pendekatan edukatif-partisipatif dengan tiga tahapan 

utama: 
1. Persiapan: Koordinasi dengan Kantor Desa Cikunir, identifikasi isu hukum lokal, dan 

penyusunan materi berbasis UU Desa dan Permendagri No. 111/2014. 
2. Pelaksanaan: Penyuluhan dilangsungkan pada 18 Desember 2025 di Aula Kantor Desa 

Cikunir, diikuti 15 peserta (10 laki-laki, 75 perempuan) yang terdiri dari Kepala Desa, 
perangkat desa, dan anggota BPD. Materi mencakup: (a) dasar hukum Perdes, (b) alur 
dan teknik penyusunan, (c) studi kasus Perdes inovatif, serta (d) hubungan Perdes 
dengan peningkatan PADes. 

3. Evaluasi: Pengukuran pemahaman dilakukan melalui kuesioner sebelum dan sesudah 
kegiatan, serta refleksi partisipatif dalam sesi diskusi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Gambar 1. Metode Penyuluhan Ceramah 
 

Metode utama adalah ceramah interaktif dan dialog terbuka, yang memungkinkan peserta 
mengaitkan teori dengan konteks riil di desa mereka. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan pada 18 Desember 
2025 di Aula Kantor Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berhasil 
mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kapasitas aparatur desa dan anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memahami serta menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang 
berkualitas, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan 
penyuluhan, hasil diskusi awal menunjukkan bahwa mayoritas peserta sebanyak 60% masih 
berada dalam kategori “Kurang” dan “Tidak Memahami” terkait prosedur, teknik, dan urgensi 
penyusunan Perdes. Setelah mengikuti sesi ceramah interaktif dan diskusi terbuka selama dua 
jam, terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman peserta. Kategori “Sangat Baik” 
dan “Baik” naik dari 20% menjadi 60%, sementara kategori “Kurang” dan “Tidak Memahami” 
turun drastis menjadi hanya 15%. 
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                     Gambar 2,3,4. Kegiatan Penyuluhan Hukum Masyarakat 
  
Partisipasi aktif peserta juga menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini. Dalam sesi 

tanya jawab, muncul berbagai pertanyaan substantif, khususnya terkait pengelolaan sampah 
dan larangan pembuangan sampah oleh warga luar desa. Tim pelaksana menjelaskan bahwa 
untuk mengatur hal tersebut secara hukum, diperlukan Perdes tentang lingkungan hidup 
sebagai dasar yuridis. Selain itu, minat peserta juga terlihat kuat terhadap isu-isu kontemporer 
seperti perlindungan data pribadi warga, tata kelola BUMDes berbasis e-commerce, serta 
standar pelayanan publik. Hal ini menunjukkan kesadaran aparatur desa akan pentingnya 
regulasi lokal dalam merespons tantangan sosial, ekonomi, dan digital di era modern. 

Kendala seperti keterbatasan waktu, minimnya literasi hukum, dan anggaran, tim 
berhasil mengatasinya melalui penyederhanaan materi, penggunaan contoh kasus lokal, serta 
komunikasi intensif dengan mitra desa. Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya 
meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga membangkitkan semangat kolaboratif antara 
pemerintah desa, BPD, dan akademisi dalam memperkuat tata kelola desa yang transparan, 
akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
 

SIMPULAN 
Kegiatan penyuluhan hukum berhasil meningkatkan kapasitas aparatur Desa Cikunir 

dalam memahami dan merancang Perdes yang sesuai dengan prinsip hukum dan kebutuhan 
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lokal. Peningkatan pemahaman peserta terbukti secara kuantitatif melalui kuesioner dan secara 
kualitatif melalui partisipasi aktif dalam diskusi. 

Saran perlu dilanjutkan dengan pendampingan teknis dalam penyusunan draft Perdes. 
Perguruan tinggi dapat menjadikan Desa Cikunir sebagai living lab bagi mahasiswa hukum. 
Pemerintah kabupaten perlu memfasilitasi pelatihan serupa secara reguler bagi seluruh desa di 
Tasikmalaya. 
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